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PENETAPAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:
Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI SANDRI
RITONGA, SH.,MH, Advokat yang berkantor di Kota
Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25
Februari 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
xxXxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2019 dan telah dicatatkan pada

26 Muharram 1432 H yang bertepatan dengan tanggal 14 September 2020
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sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxx/47/X1/2020 yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2, Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
pertama dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat,
bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dan antara
Penggugat dan Tergugat selama menjalin hubungan rumah tangga
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai satu (1) orang anak
yang hingga saat ini diasuh dan dijaga oleh Penggugat dan Tergugat:
a. Anak, Tempat/Tgl Lahir : Beringin, 24 Desember 2019, Jenis
Kelamin Laki-laki sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1207-LT-XXXX.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin
dengan rukun dan damai layaknya suami-istri pada umumnya, permasalahan
mulai muncul pada bulan Juli 2022, sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat bekerja
di luar negeri (Kamboja) dan Tergugat juga melakukan perselingkuhan;
4, Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2023
dimana Tergugat Kembali mengulangi kesalahan yang sama (melakukan
perselingkuhan), dan Tergugat sudah menjatuhkan Talak | (satu) terhadap
Penggugat dan mulai dari bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak satu
rumabh lagi (berpisah), yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut;
a. Tergugat tidak pernah memberikan panutan ataupun prilaku yang
baik untuk Penggugat dan anak mereka sehingga membuat diri
Penggugat merasa sedih dan kecewa ;
b. Tergugat tidak pernah merasa peduli dengan keadaan rumah
tangganya dan mualai dari 2023 sampai sekarang tidak memberikan
nafkah terhadap Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
c. Tergugat juga mengkonsumsi obat-obat terlarang (narkoba);
d. Tergugat sudah menjatuhkan Talak 1 (satu) terhadap Penggugat;.
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba
untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat
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demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk
kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap
Tergugat tidak pernah untuk berubabh ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan
permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan
pihak keluarga Penggugat sampai bosan menasehati Tergugat akan tetapi
Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak
berhasil ;

7. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat, Anak, masih berusia
anak-anak/di bawah umur, maka menurut hukum mohon kiranya agar hak
asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, yang pada
saat ini masih mumayyiz atau dibawah umur yang sangat membutuhkan
kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai
pemegang hak asuh (hadhonah) anak tersebut guna untuk memperoleh
kepastian hukum ;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan
Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal
33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

9. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas,
maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lubuk
Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan
antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percecokan,
pertengkaran, dan perselingkuhan, sehingga tidak ada kecocokan lagi
dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup
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rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang
tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Komplasi'Hukum Islam di Indonesia;;
Berdasakan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cqg. Majelis Hakim Pengadilan Agama
Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya
untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang
berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah
ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro dari Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menyatakan hak asuh anak (SAKHA AHMAD FANSYURI Bin

MUHAMMAD RIZAL FANSYURI) tersebut, diberikan kepada Penggugat;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada

Penggugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat
lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson
tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama JONI
SANDRI RITONGA, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-
A10/HK2.6/111/2024 tanggal 7 Maret 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa
Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan
eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu
tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat
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gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 28 Februari 2024 disebabkan telah
terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk
menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang
tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat
dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat
gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi
kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya
bernama JONI SANDRI RITONGA, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/111/2024 tanggal 7 Maret 2024, terhadap kuasa
tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan
Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah
memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan
mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran
Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak
mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini
diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut
surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 28 Februari 2024 disebabkan
telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara
seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (Reglement op de
Rechsvordering), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa
perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan
perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk
Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang
besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang—undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mirdiah Harianja,
M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-
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masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1. Proses . Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 60.000,00

3. PNBP : Rp 60.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)
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